N

TANAH-TAN
TURAN DAN TINDAKAN MENGENAI AR
pRmAR PERKEBUNAN.

(U. No. 29 th. 1956, tgl 31 Desember, diund. pada tgl. 31-12-1956 g5,
L.N. No. 74/56).

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

i : idalam rangka pelaksanaan Undang-undang
tax;nlﬁﬁzng(i.;ahgzﬁd—ﬂ) perlu diadakan peraturan-peraturan o 13
ambil tindakan-tindakan terhadap tanah-iar.la.h guna per‘usahaax} keb
kini keadaan perusahaannja adalah sedemlk'lan IU.p;.l hingga 'lldak
diusahakan kembali setjara jang lajak atau jang kini belum diusaha
tidak diusahakan kembali sebagaimana mestinja.

dan di-
un, jang
Mungkin
kan atay

Mengingat : Pasal 89 Undang-undang Dasar Sementara dan pasal 7 Undang_
undang No. 13 tahun 1956.

Dengan persetudjuan Dewan Perwakilan Rakjat;

Memutuskan;:
Menetapkan :

Undang-undang tentang peraturan-peraturan dan tindakan-
tindakan mengenai tanah-tanah perkebunan *),

P. 1. Hak-hak erfpacht guna perusahaan kebun (selandjutnja  didalam
Undang-undang ini akan disebut : hak-hak erfpacht), jang pada mulai berlaky.
nja. Undang-undang ini sudah habis waktunja atau didalain saty tahun akan
habis waktunja, sedang keadaan perusahaannja adalah sedep!ian rupa hingga,
menurut pertimbangan Menteri Pertanian tidak mungkin < :sahakan kembalj
setjara jang lajak tidak akan diperpandjang atau diperbuiiaui

P. 2. Dengan tidak mengurangi ketentuan dalam pasal |
jang pada mulai berlakunja Undang-undang ini keadaan
sedemikian rupa, hingga menurut pertimbangan Mente
hakan setjara lajak, atau karena alasan-alasan jang tid
Menteri Pertanian belum diusahakan kembali, dibatal

diwias hak erfpacht,
perusahaannja adalah
ri Pertanian tidak diusa-
ak dapat dibenarkan oleh
kan olch Menteri Agraria.

P. 3. (1) Pemegan

g hak erfpacht jang pada atau setelah mulai berlakunja
Undang~undang ini tel

ah menduduki perusahaan kebunnja wadjib untuk mela-
kukan segala sesuatu jang perlu untuk memulai atau meneruskan pengusahaan

p.erusahaan kebunnja setjara jang lajak, menurut ketentuan-ketentuan jang
diadakan oleh Menteri Pertanian.

. al pengusahaan perusahaan kebunnja sebagai-
mana mestinja.

—_'\_
*) Disetudjui D.Pp,
1956, P_’u”?/fg};é.dalﬂm Tapat pleno terbuka ke-114 pada hari Sabtu, tanggal 15 Desember
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(3) Didalam hal pemegang hak sesudah waktun ters j

ini belum mcmcnuhl_ kewadjibannja termaksud dalame:;latt d:'latm Mo
rtimbangan Menteri Pertanian hak erfpacht atas tanah pe lahas' jore i

i bazsho, Mokl Eectari g Perusahaan kebun ity

(4 Hak erfpacht jang dimaksud dalam ajat 3 diatas da i

) at d j
didalam hal, menurut pertimbangan Menteri Pertanian d:n Ml:x:t;]ik a: d]u-ga
sikap dan pf:rbualan pemegang hak selama waktu tersebut dalam ajat zgra:lai
ini mcnundjukka.n, bahwa ia tidak berniat untuk mengusahakan per 1;83
kebunnja sebagaimana mestinja. e

(5) Tiap serah-pakai hak erfpacht atas tana

talkan oleh Menteri Agraria, djika pemegang hak pakai itu menurut erti
bangan Menteri Pertanian tidak melakukan suatu pengusahaan tanah jang la':llt-
(6) Jang dimaksud dengan nserah-pakai” didalam ajat 5 diatas ialah senjuua.
perbuatan jang berwudjud pemindahan risiko untung rugi pemakaian tanah
perkebunan Kepada orang lain, ketjuali jang berwudjud pemindahan hak.

h untuk perkebunan dapat diba-

P. 4. (1) Tanah-tanah perusahaan kebun
menurut pasal 2 dan 3 diatas, sedjak tangga
mendjadi tanah Negara, bebas dari semua
bebani tanah itu.

jang hak erfpachtnja dibatalkan
1 surat keputusan pembatalannja
hak-hak fihak ketiga jang mem-

(2) Tanaman-tanaman jang ada diatas tanah perusahaan kebun jang hak
erfpachtnja dibatalkan itu dikuasai oleh Negara, demikian djuga bangunan-
bangunan jang ada ditanah itu jang menurut keputusan Menteri Pertanian

diperlukan untuk melanesungkan atau memulihkan pengusahaan jang lajak dari
tanah jang bersangkut. .

(3) Didalam surat kepntusan pembatalan hak tersebut dalam ajat 1 pasal
ini dapat ditjantumkai perintah pengosongan jang didjalankan dengan segera
oleh djurusita, kalaur poerfu dengan bantuan polisi.

(4) Peruntukan tansh-tanah Negara bebas termaksud dalam ajat 1 diatas
ditentukan oleh Meiteri Agraria dan sepandjang masih merupakan tanah per-
tanian atas usul Menteri Pertanian.

(5) Didalam hal tanah-tanah Negara bebas termaksud dalam ajat 4 diatas
Jjang merupakan perusahaan kebun penguasaan dan/atau pengusahaannja di-
serahkan kepada sesuatu perusahaan Negara, maka soal keuangannja diatur
dengan Peraturan Pemerintah.

P. 5. (1) Ketentuan-ketentuan dalam pasal 3 ajat 1 dan 2 berlaku djuga
bagi pemegang-pemegang hak eigendom dan hak-hak kebendaan lainnja guna
perusahaan kebun besar.

(2) Didalam hal terdjadi apa jang tersebut dalam pasal 3 ajat 3 dan 4, maka
atas pertimbangan Menteri Pertanian tanah perkebunan jang bersangkutan
dapat dikuasai oleh Negara, demikian djuga tanaman-tanaman dan bangunan-
bangunan termaksud dalam pasal 4 ajat 2.

(3) Kelandjutan penguasaan dan pengusahaan fanah dan perusahaan kebun
tersebut diatas ditetapkan oleh Menteri Pertanian.
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P. 6, (1) Halhal jang belum diatur dalam pasal-pasal diatas dapat diatur

~dengan’ Peraturan Pemerintah. (L.N. 164/57) j .
- (2) ' Peraturan Pemerintah tersebut dalam ajat 1 diatas dapat memberi an-

'tjaman pidana atas pelanggaran aturan-

selama-lamanja 6 .bulan dan/atau denda sebanjak-banjaknja Rp. 5.000,—,

) Perbuatan pidana termaksud dalam ajat 2 diatas adalah pelanggaran,

P;A’?.;'v ‘Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan. (.i. pada
tgl. 31-12-1956)
Agar supaja dsb.
MEMORI PENDJELASAN (T.L.N. No. 1126).

Pendjelasan Umum.

(1) Dewasa ini banjak hak-hak erfpacht jang sudah atau didalam beberapa tahun lagi akan
habis waktunja. Selama belum ada pernjataan penghentian c¢leh Pemerintah, berdasarkan pasal
732 Kitab Undang-undang Hukum Perdata hak-hak terscbut tctan berlangsung, walaupun sudah
habis waktunja. Mengenai hak-hak jang sudah habis waktunja stu kini banjsk jang belum di-
ambil keputusan oleh Pemerintah satu dan lain karena adanja ketentuan-ketentuan didalam
Perdjandjian K.M.B. jang memberi djaminan kepada para pemegaugz hLak, mitsalnja: mereka
berhak untuk meminta perpandjangan waktiu atau pembaharuan hak dan untuk meminta peng-
gantian waktu non-usus (pasal 4 dan 7 Perdjandjian Keuangan dan Perekonomian).

Lain dari pada itu banjak djuga dewasa ini tanah-tanah perusahaan kebun dengan hak
erfpacht jang waktu berlakunja masih lama, tetapi keadaan perusahaannja sudah sedemikian
rupa hingga tidak mungkin untuk diusahakan kembali setjara jang lajak, mitsalnja karena
tanaman pokoknja atau pabriknja sudah rusak.

Perusahaan-perusahaan demikian itu umumnja ialah jang belum diduduki kembali oleh
pemegang haknja. Didalam menghadapi perusahaan-perusahaan jang belum diduduki kembali
itu pada azasnja Pemerintah sebelum pembatalan Perdjandjian K.M.B. terikat pada apa jang
ditentukan didalam pasal 1 Perdjandjian Keuangan dan Perchonomian, jaitu bahwa pemilik-
nja mempunjai hak untuk dipulihkan kedalam pelaksanaan haknia itu.

Setelah dibatalkannja seluruh Perdjandjian K.M.B. dengan Cwdang-undang No. 13 tahun
1956, maka bebaslah Pemerintah didalam menentukan sikap dac: mengambil tindakan-tindakan
mengenai hak-hak erfpacht jang dimaksudkan diatas, denzan ichih menpingat pada funksi
perusahaan-perusahaan kebun itu didalam perekonomian Negaia dewast ini, Adapun tindakan-
tindakan jang akan diambil oleh Pemerintah dalam hubungan ini pada pokoknja ialah sebagai
berikut:

a. hak-hak erfpacht jang sudah habis waktunja atau didalam satu tahkun akan habis waktunja,
sedang keadaan perusahaannja adalah sedemikian rupa hingga tidak mungkin diusahakan
kembali setjara jang lajak, tidak akan diperpandjang atau diperbaharui;

b, hak-hak erfpacht jang, biarpun waktu berlakunja masih lama akan tetapi tidak diusahakan
setjara lajak akan dibatalkan;

¢. mengenai perusahaan-perusahaan kebun erfpacht jang keadaannja masih baik tetapi belum

dlusahakan kﬂ"lbau OlCh pemcgang hak"ja dladakan dju
a ke"l ki un l.lk Inelnbatal
Jug ungkinan t .

d. achirnja diadakan' ketentuan-ketentuan agar perusahaan-perusahaan kebun jang sudah di-
duduki kembali diusahakan akan tetapi diusahakan setjara jang lajak
(2) Pelaksanaan dari pada ketentuan-ketent i i .
- uan diatas di i
dan Menterl Pertanian, jang tersebut cEirmrm e e g
:;i:li:!:;i ;:::tilfxn::a;lngm segi-seginja jang terletak dalam lapangan tehnis pertanian.Pembatalan
: sifat hukuman dengan sendirinja tidak akan disertai pemberian ganti kerugian.
(3) Mengingat akan funksinja jang sama,

dimiliki dengan hak eigendom atan hak kebendaan lain-lainnja (pasal 5)
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Pendjelasan Pasal Demj Pasal

" p. 1: Jang menentukan apakah sesuatu

jang dimaksud dalam pasal ini adalah Me berada dala

nteri Pertanian, M, m keadaan sebagai

j . + wMe) 1
ruskan be.ﬂ,a kunja sesuatu hak dengan tidak mengubap siarz:t-sjal::ilzefpand’ang" berarti mene-
perbaharui’ berarti memberi hak baru dengan sjarat-sjarat bary pzia semula, sedang ,mem.
a. ;

P.2: Ketentuan-ketentuan pasal ini adalah pelaksana i ; i
dalam Pendjelasan Umum huruf b dan e, an dari apa jang telah diuraikan dj.

Sedjak tahun 1950 para pemegang hak erfpac Y
permintaan 'idlit.l menduduki dan mengusalufkalx:t ;Z]r:hsa(::::;;;;es:emnf:;;f’ “;tUK mengadjukan
its maka kiranja sudahlah sclajaknja, djika sekarang ini Pemerintal, ernbung_ dengan
terhadap perusz?.ha?mperusahaan kebun jang hingga kini belum diusall,n :‘ﬂgan;bu‘tmdakan
pemegang haknja itu atau tidak diusahakan setjara jang lajak, jaitu b akan kembali oleh !
erfpacht jang bersangkutan. ! crupa pembatalan’ hak

Dengiit GOPICAR niaka perkebunan-perkebunan jang keadaannja masih baik akan segera
dapat diberi peruntukan dan diusahakan sebagaimana mestinja, sesuai dengzn ketent i
ketentuan dalam pasal 4, ? uan-

_P- 3: Mengingat ﬂ-kfm pcmingnja funksi perusahaan-perusahaan kebun didalam perekono-
mian Negara dew;?sa mi,‘ maka diadakanlah ketentuan-ketentuan pasal ini. Ketentuan-ketentuan
ini perlu karena tidak didalam semua akte erfpacht disebutkan setjara tegas kewadjiban peme-
gang hak sebagai jang dimaksudkan itu. Mitsalnja, didalam akte-akte erfpacht sebelum tahun
1909 tidak ada sjarat jang lazim disebut ,bebouwings-clausule”. Akibatnja jalah bahwa pe-
megang hak tidak wadjib untuk mengusahakan seluruh tanah erfpachtnja dan dengan demikian
maka bagian tanah jang tidak diusahakan seringkali djauh melebihi batas tanah disediakan
untuk tjadangan. Dengan adanja pasal 3 ini maka Menteri Pertanian dapat mengadakan peng-
awasan dan membuat ketentuan-ketentuan, agar perusahaan-perusahaan kebun itu diusahakan
setjara jang lajak. Adapun ketentuan-ketentuan itu dapat diadakan setjara umum, tetapi bisa
djuga diberikan sctjara insidentil wntuk sesuatu atau sesuatu matjam perusahaan kebun.

Mitsalnja soal peznciapan batas persediaan tanah {jadangan tersebut diatas sukar ditentukan
setjara umum.

Djika pemegang hak setelah diberi kesempatan belum djuga memenuhi kewadjibannja, maka
mengingat apa jang diuraikan diatas kiranja sudahlah selajaknja djika haknja dibatalkan.

Dengan demikian maka tanah dan perusahaan kebun itu kemudian dapat diberi peruntukan
jang sesuai dengan usaha pembangunan perekonomian Negara (ajat 3).

Didalam hal jang dimaksud dalam ajat 4 pembatalan hak itu tidaklah perlu menunggu ber-
achirnja waktu jang ditentukan menurut ajat 2, Mitsalnja djika pemegang hak didalam waktu
it mendjalankan apa jang disebut ,,roofbouw”, merusak tanaman dan bangunan-bangunan
jang masih tjukup baik dan lain sebagainja.

j i -pakai” itu ialah mitsalnja sewa-menjewa dan |

Ajat 5 dan 6. Jang dimaksud dengan ,serah-pakai” itu ia . . f

perbuatan-perbuatan jang ditudjukan pada berdirinja hak-hak jang disebut dalam pasal 508 !
Kitab Undang-undang Hukum Perdata No. 1 sampai dengan 6.

|

|

P. 4: Mitsalnja hak hypotheek jang membebani hak jang dibatalkan itu dengan sendirinja 1
mendjadi hapus. }

Ajat 2: Dalam peraturan-peraturan erfpacht belums ada ketentuan llang tclga::nm::g:::; |
tanaman dan bangunan didalam hal haknja dib'atvalkan karena a:sa.n-ka;wmuan S
jang dimaksudkan dalam Undang-undang ini. Ajat 2 ini bermaksud n:m :;lan-bmgunan i
itu, Pada azasnja bekas pemegang hak berhak untul:: membongk:rru :ndg]tinggalkannja Liows
masih ada, ketjuali jang menurut keputusan Menteri ‘Pcrlanian a
keperluan pengusahaan tanah jang haknja dibatalkan itw.

n kebun jang haknja sudah di-

rusahaa A
Alst 3; Agar Pemerintah dapat Ickes el 2 n scbagai jang diatur didalam

batalkan itu, maka perlu ada ketentuan tentang pengosonga
ajat inl,

o di ka pengadilan.
Dengan demikian maka untuk itu tidak perlu diadjukan tuntutan kemuka peng
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Ajat 4: Agar supaja peruntukan tanah-tanah tersebut sesuai dengan maksud jang disebyt.
kan didalam pendjelasan pasal 2 dan 3, maka sepandjang tanah jang bersangkutan merupakan
tanah pertanian diperlukan pertimbangan Menteri Pertanian.

Ajat 5: Ketentuan ajat ini perlu karena keuangan untuk menguasai dan[atau mengusahakan
perusahaan-perusahaan kebun itu tidak termaksud didalam Anggaran Belandja Kementerian
Pertanian atau perusahaan-perusahaan jang bersangkutan.

P. 5: Mengingat akan funksinja jang sama dengan tanah-tanah perkebunan erfpacht, maka
tanah-tanah perkebunan jang dimaksudkan dalam pasal ini perlu diatur djuga, untuk mendjaga
supaja pengusahaannja dilakukan atau tetap dilakukan sebagaimana mestinja, Adapun jang
dimaksudkan oleh pasal ini ialah mitsalnja ,,eigendom’ atas tanah-tanah partikelir jang me-
rupakan perusahaan kebun, demikian djuga bekas tanah-tanah partikelir jang diberikan dengan
hak eigendom untuk perusahaan kebun.

P. 6 dan 7: Tidak memerlukan pendjelasan.
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